
GUBERNUR  SULAWESI  BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 28 TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR
29 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pangaturan pemberian
hibah dan bantuan sosial, pelu dilakukan Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 26);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 64);
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20. Peraturan  Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga  Atas Peraturan  Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 39);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
46);

23. Peraturan Gubenur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 20);

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 29 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun
2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) ayat (3) dan ayat (5)
dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis
Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui unit kerja yang
melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dan/atau SKPD
terkait.

(2) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk
melakukan evaluasi dan verifikasi proposal Belanja Hibah sesuai dengan
bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi:
a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Barat;
c. urusan pekerjaan umum bidang jalan, irigasi dan jembatan, dilaksanakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi
Barat;

d. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat;

e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan
oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

g. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan,
dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat;

h. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Barat dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat;

i. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat;

j. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan
perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Barat;

k. urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata,
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi
Sulawesi Barat;

l. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Provinsi
Sulawesi Barat dan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat;

m. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
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n. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Sulawesi Barat dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

o. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Barat;

p. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi
Barat;

q. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

r. urusan pertanian dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;

s. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;

t. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi
Barat;

u. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.

2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) ayat (3) dan ayat (5)
dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis
Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37
disampaikan kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi
surat masuk pada Sekretariat Daerah dan/atau SKPD terkait.

(2) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk
melakukan evaluasi dan verifikasi proposal Belanja Sosial sesuai dengan
bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi:
a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Barat;
c. urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
d. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi

Sulawesi Barat;
e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan

oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

f. urusan sosial dan keagamaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Barat dan Biro Kesejahteraan Rakyat Dasar Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat;

g. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat; dan

h. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi
Barat.




